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NOMOR DAN TANGGAL SPK: 
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Kegiatan Pcnyusunan Rancangan PENGADAAN LANGSUNG: 
Pcraturan Mcnteri Tcntang Indcks 2280/Il/UND/PP/2025, 26 Mei 2025 

Pembangunan Kebahasaan Dan NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL 
Rancangan Peraturan Mcntcri PENGADAAN LANGSUNG: 
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Berbahasa Indonesia 
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa 
Nomor 138.12.1.693266/2025, tanzzal 2 Desember 2024, MAK: 7613.EBA.960.054.A.522191 
WAKTU PELAKSANAAN: 2 sd 5 Juni 2025 

NILAI PEKERJAAN 

No Uraian Kegiatan Harga Satuan Jumlah Satuan Hati?a 
I Pakct Meeting 122. 700.000 1 paket 122. 700.000 
2 Biava Operasional Jasa Event Organizer 15.337.500 l pakct 15.337.500 

Jumlah Harga 138.037.500 
PPN 11% 15.184.125 

Total Harga 153.221.625 
Pembulatan 153.222.000 

Terbilang : Seratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah 
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setclah pcnyelesaian pekerjaan 
yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dcngan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak 
dapat diselcsaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalaban atau kclalaian penyedia 
maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar : 1/1000 (satu per seribu) dari 
nilai SPK sebelum PPN yang belum dikerjakan setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada 
ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk rnematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum 
SPK terlampir. 
Pembayaran Penagihan dimasukkan ke rekening Faeyza Inti Komunikasi PT pada Bank BCA KCU 
DEPOK, Nornor Rekening 8692290983. 
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Syihabudin Devi Arifianti 
NIP 197907102006041002 Direktur 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN 
MENENGAH 

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 

Telepon (02 l) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407 
Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id 



11. W AKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk mcmulai pelaksanaan pckcrjaan pada Tanggal 

Mulai Kcrja, dan mclaksanakan pckcrjaan scsuai dcngan program mutu, sert.a menyelesaikan pekcrjaan sclambat­ 
lambatnya pada Tanggal Pcnyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Pcnyclcsaian bukan akibat Kcadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau 
karcna kcsalahan atau kelalaian penyedfa maka penyedia dikcnakan denda. 

10. PENGAWASANDANPEMERIK.SAAN 
PPK bcrwenang mclakuknn pengawasan dan pemeriksann tcrhndap pclaksanaan pekerjaan yang dilaksanekan oleh 
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk mclakukan pcngawasan dan 
pcmcriksaan atas semua pelaksanaan pckerjaan yang dilaksanakan olch pcnycdia. 

9. PENANGGUNGAN DAN RISIKO 
a. Pcnyedia bcrkcwajiban untuk mclindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK bcserta instansinya 

terhadap semua hcntuk tuntutan, tanggung jawab, kcwajiban, kchilangan, kcrugian, denda, gugatan atau tuntutan 
hukum, proses pemcriksaan hukum, dan biaya yang dikcnakan tcrbadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian 
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang 
timbul dari hal-hal herikut terhitung scjak Tanggal Mulai Kerja sampai dcngan tanggal penandataogaaan berita acara 
penyerahan akhir: 
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta bcnda penyedia, dan Personil; 
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 
3) kchilangan atau kcrusakan harta bcnda, dan cidcra tubuh, sakit atau kcmatian pihak ketiga. 

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan, semua risiko 
kehilangan atau kerusakan Hasil Pckcrjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko pcnycdia, kecuali kerugian 
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelnlainn PPK. 

c, Pcrtanggungan asuransi yang dimiliki olch pcnycdia tidak mcmbatasi kcwajiban pcnanggungan dalam syarat ini. 

8. JADWAL 
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal pcnandatanganan oleb para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam 

SPMK. 
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 
c, Pcnycdia hams menyclcsaikan pekcrjaan sesuai jadwal yang ditcntukan. 
d. Apabila penyedia bcrpendapat tidak dapat menyelesaikan pckcrjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar 

pcngendaliannya dan penyedia telah mclaporkan kejadian terscbut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan 
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adcndum SPK. 

7.. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK 
Pcnycdia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mcnsubkontrakkan sebagian atau scluruh pckcrjaan. Pengalihan scluruh 
pekerjaan banya diperbolehkan dalam bal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat 
lainnya. 

6. PERPAJAKAN 
Pcnyedia bcrkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibcbankan oleh hukum 
yang bcrlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran pcrpajaknn ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 

S. HAKKEPEMILIKAN 
a. PPK berhak atas kcpemilikan semua barang.lbahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa 

yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk mcmbantu 
secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. 

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang discdiakan olch PPK tetap pada PPK, dan semua pcralatan 
tersebut barus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK herakhir atau jika tidak diperlukan lagi olch penyedia, Semua 
peralatan tersebut harus dikcmbalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penycdia dcngan 
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 

4. HARGASPK 
11. PPK mcmbayar kcpada pcnycdia atas pclaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. 
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. 
c, Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan barga 

3. PENYEDIA JASA MANDmI 
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pckcrjaan yang dilakukan. 

2. HUK.UM YANG BERLAKU 
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Rcpublik Indonesia. 

1. LINGKUPPEKERJAAN 
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyclcsaikan pekcrjaan dalamjangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan 
volume, spesifikasi teknis dan harga yang tcn:antum dalam SPK. 

SYARATUMUM 
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 



16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK 
D... Penghentian SPK dapat dilakukan karena pckerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar, 
b, Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah 

dicapai, tcrmasuk: 
1) biaya Jangsung pengadaan babo.n dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahun dan perlengknpan ini harus 

diserahkan oleh Penyedia kepada PP.I(, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 
c, Pcmutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak pcnyedia atau pihak PPK. 
d. Mcnyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui 

pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 
l) penyedia folni/cidcrn janji dalam melaksanakan kewajibannya dnn tidak mcmperbaiki kc]alaiannya dalam jangka 

waktu yang telah ditctapkan; 
2) pcnycdia tanpa persetujuan Pcngawas Pckcrjaan, tidak memulni pclaksanaan pckcrjann; 
3) pcnycdia mcnghentikan pckerjaan selama 28 (dua pulub delapan) hari dan pcnghcntian ini tidak tercantum dalam 

program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pckerjaan; 

4) pcnycdia tidak dapat menyclesaiakan pckcrjaan sctelah batas akbir kontrak karena ksealahan penyedia dllll setelah 
dinilni PPK secara teknis tidak mungking mcnyelesa.t'kan pekerjaan walaupun dibcrikan kesempatan sampai 
dengan 50 hari setelah batas akhir kontrak. 

5) penyedia tctap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah batas akhir kontrak Jcarena ksealahan penyedia dan 
sctelah mcndapat kcsempatan sampai dcilgan 50 hari sctelah batas akhir.kontrak. 

6) penycdia bcrada dalam keadaan pailit; 
7) oenvedia sclama Masa SPK u:a2al memoerbaiki Cacat Mutu dalam ian!!ka waktu vane: ditetaokan olch PPK; 

15. PERPANJANGANWAKTIJ 
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyclesaian pekerjaan akan mclampaui Tanggal Penyelesaian maka 

penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian bcrdasarkan data pcnunjang. PPK berdasarkan 
pertimbangan Pcngawas Pekerjaan mcmpcrpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan 
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adcndum SPKjika pcrpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. 

b. PPK dapat rnenyetujui perpanjangan waktu pclaksanaan setclah mclakukan pcnelitian tcrhadap usulan tertulis yang 
diajukan oleh pcnyedia. 

14. PERISTIWAKOMPENSASI 
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penycdia dalam hat scbagai berikut: 

1) PPK mcngubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 
2) keterlambatan pembayaran kcpada pcnycdia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) pcnyedia bclum bisa masuk kc lokasi sesuai jadwal; 
5) PPK mcnginstruksikan kepada pihak pcnyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang sctelah dilaksanakan 

pengujian temyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/pcnyimpangan; 
6) PPK memerintahkan penundaan pclaksanaan pckcrjaan; 
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh 

PPK; 
8) ketcntuan lain dalam SPK. 

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaa.n. 

c. Ganti rugi banya dapat dibayarkanjilca berdasarkan data penunjang dan pcrbitungan korapensasi yang·diajukan oleh 
penyedia kcpada PP.I(, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data pcnunjang dan perhitungan 
kompensasi yang diajukan olch pcnyedia kcpada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa 
Kompensasi. 

e, Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau pcrpanjangan waktu penyclcsaian pckcrjaan jika penyedia gaga] atau 
lalai untuk membcrikan peringatan dini dalam mcngantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompcnsasi. 

13. PERUBAHAN SPK 
11. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disctujui oleh para pihak, rneliputi: 

1) perubahan pckcrjaan disebabkan oleh sesuatu hat yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mcngubah 
Jingkup pekerjaan dalam SPK; 

2) perubahanjadwal pclaksanaan pckcrjaan akibat adanya perubahan pckerjaan; 
3) perubahan harga SPK akibat ndanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pckcrjaan. 

c. Untuk kcpentingan perubahan SPK, P A/KJl A dapat membcntuk Pejabat Pcncliti Pelaksanaan Konttak atas usul PPK. 

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN 
a. Sctelah pekcrjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan sccara tertulis kcpada PPK 

untuk penyerahan pekerjaan. 
b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terbadap basil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penycdia. 

Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat basil pekerjaan, penyedia wajib 
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 

c, Jika keterlambatan tcrscbut scmata-mata disebabkan olch Pcristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kcwajiban 
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikcnakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak 
untu1c diperpanjang. 

d. Tanggal Penye]esaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian scmua pekerjaan. 



19. LARANGAN PEMBERIAN KOMIS! 
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun pcrsonil satuan kerja PPK t.clah atau akan mencrima komisi atau keuntungan 
tidak sab lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Pcnycdia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini 
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. 

18. PENYELESAIAN PERSEUSIHAN 
PPK dan penycdia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyclesaikan sccara damai semua perselisihan yang 
timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika 
pcrsclisihan tidak dapat diselcsaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan mclalui pengadilan negcri 
dalam wilayah hulrum Republik Indonesia. 

17. PEMBAYARAN 
a. Pembayaran yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 

l) pcnyedia telah mengajukan tagihan disertai berita acara scrah terima; 
2) pembaynran dilakukan dengan sistem pembayaran secara sekaligus; 
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang rctensi. 

b. PPK dalam kurun waktu 4 (empat) hari kerja setelah pcngajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah 
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

8) denda keterlambatan pelaksanaan pckerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (Iima perseratus) dari 
harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup mc:nyelesaikan sisa pekerjaan; 

9) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pckerjaan, dan 
perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) bari; 

10) PPK tidak menerbitknn SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana 
tercantum dalam SPK.; 

11) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan 
oleh instansi yang berwcnang; dan/atau 

J 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pclanggaran persaingan sehat dalam 
pclaksanaan pcngadaan dinyatakan benar oleb instansi yang berwenang. 

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karcna kcsalahan penyedia: 
1) penyedia membayar denda; dan/atau 
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

f. Dalam bal pemutusan SPK dilakukan karena PPK tcrlibat pcnyimpangan prosedur, melakukan K.KN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. · 




